
Menimbang 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NO MOR 22 TAHUN 2024 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas,

transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara

dalam dan dari Jabatan Pelaksana, diperlukan

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4)

huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

mengamanatkan dalam menyelenggarakan

manajemen karier PNS, instansi pemerintah harus

menyusun standar kompetensi jabatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja mengamanatkan bahwa seleksi kompetensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b

dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi

manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi

sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan

standar kompetensi jabatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

serta Surat Persetujuan dari Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor

B/546/M.SM.02.00/2024 Tanggal 12 Juli 2024

Perihal: Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan

Pelaksana di Lingkungan Kabupaten Pasuruan,

maka perlu menetapkan Standar Kompetensi

Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6402) ; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 64 77 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 64 77); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

9 . Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 
186); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 
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13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 
Negara (Serita Negara Tahun 2017 Nomor 1907); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 
tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Tahun 2022 Nomor 1047); 

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 
2019 ten tang Standar Kompetensi Jabatan 
Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 
Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja 
Sadan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 228) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Sencana Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 290) dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 347); 

18. Peraturan Supati Nomor 136 Tahun 2022 tentang 
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah 
Tahun 2022 Nomor 136) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Supati Pasuruan Nomor 184 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Supati Nomor 136 Tahun 2022 tentang Standar 
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan 
Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2023 Nomor 184) . 
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MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

5. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, 
keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil 
Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada Pemerintah Daerah. 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

9 . Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

10. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan 
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan 
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal 
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 

11 . Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup 
pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/ atau fungsi 
jabatan. 

12 . Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, 
memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi. 
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13. Kompetensi Sosial Kultura l ada lah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati , diukur, dan dikembangkan terkait 
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai­
nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang 
jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan 
jabatan. 

14. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang 
spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 

15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan kerja organisasi. 

16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin 
suatu satuan organisasi. 

1 7. Eselon adalah jabatan struktural yang diberikan kepada PNS yang berhak 
karena memenuhi syarat golongan untuk menduduki posisi eselon II,III, 
atau IV. 

18. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil 
melalui kepeloporan, pengembangan kerja sama dengan instansi lain dan 
keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan 
melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara. 

19. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

20. Jabatan Administrator adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara 
yang bertanggungjawab mem1mpm pelaksanaan seluruh kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

21. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang 
bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 
oleh pejabat pelaksana. 

22 . Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 

23. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang 
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah: 
a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam 

jabatan pelaksana. 
b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/ atau 

penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur 
Sipil Negara dalam dan dari Jabatan Pelaksana; 

c. sebagai dasar standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi 
baik untuk tujuan formasi kebutuhan jabatan yang lowong maupun 
untuk pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara; 

d. sebagai dasar penyusunan program peningkatan kompetensi Jabatan 
Pelaksana; 

e. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau 
pembinaan serta karier Aparatur Sipil Negara; dan 

f. sebagai acuan para pengambil kebijakan dalam melakukan penataan 
Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kompetensinya. 

Pasal 3 

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah : 

a. mewujudkan obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dalam dan dari 
Jabatan Pelaksana; 

b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan 
dengan Standar Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dalam 
rangka pembinaan; 

c. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan 
dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka 
pembinaan; 

d. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Pelaksana dengan 
kompetensi Jabatan Pelaksana atau calon pengemban Jabatan 
Pelaksana sehingga tercipta Pejabat Pelaksana yang profesional; 

e . mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan serta kompetensi 
karier Aparatur Sipil Negara; 

f. memahami standar kompetensi yang menjadi standar baku 
pembentukan karakter pada Aparatur Sipil Negara; 

g. meningkatkan kompetensi penyelenggaraan manajemen Sumber Daya 
Manusia sesuai dengan tugas jabatannya di Lingkungan Pemerintah 
Kabu paten Pasuruan;dan 

h. meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kinerja instansi 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan penempatan pegawai yang 
sesuai dengan kompetensinya. 
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BAB III 

STANDAR KOMPETENSI 

Pasal 4 

(1) Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana terdiri atas: 
a. Kompetensi Manajerial; 
b. Kompetensi Sosial Kultural; dan 
c. Kompetensi Teknis 

(2) Standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial kultural 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b berpedoman 
pada standar kompetensi yang sudah ditetapkan secara nasional oleh 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi. 

(3) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c berpedoman pada kamus kompetensi teknis yang disusun dan 
ditetapkan oleh PPK Kementerian/Lembaga, PPK Sekretariat Lembaga 
Negara dan PPK sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai dengan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. 

(4) Dalam hal kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) belum disusun dan ditetapkan, Perangkat Daerah dapat menyusun 
Kamus Kompetensi Teknis yang sesuai dengan karakteristik tugas 
jabatan yang penetapannya didelegasikan kepada Kepala Perangkat 
Daerah. 

(5) Standar kompetensi untuk Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

PEMANFAA1'AN S1'ANDAR KOMPE1'ENSI JABA1'AN 

Pasal 5 

(1) Pemanfaatan Standar Kompetensi Jabatan menjadi acuan paling 

sedikit untuk : 

a. perencanaan Aparatur Sipil Negara; 

b. pengadaan Aparatur Sipil Negara; 

c. pengembangan karier Aparatur Sipil Negara; 

d. pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara; 

e. penempatan Aparatur Sipil Negara; 

f. promosi dan/atau mutasi Aparatur Sipil Negara; 

g. uji kompetensi Aparatur Sipil Negara; 

h. sistem informasi manajemen Aparatur Sipil Negara; dan 

1. kelompok rencana suksesi (talent pooij Aparatur Sipil Negara. 

(2) Apabila dalam pemetaan kompetensi diperlukan penambahan 
kompetensi diluar yang telah ditetapkan, dapat ditambahkan 

kompetensi lain yang di nilai sangat diperlukan. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan hasil

penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

didelegasikan penetapannya kepada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupatan Pasuruan dengan

Keputusan Bupati.

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 8 Agustus 2024 

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd. 

ANDRIYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 22 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 22 TAHUN 2024 
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2024 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

NO KODE JABATAN NAMA JABATAN 

1 4-15-53-16-01-100 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 

2 4-15-53-16-01-200 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 

3 4-15-53-16-01-300 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 

4 4-15-53-16-02-100 PENATA LAYANAN OPERASIONAL 

5 4-15-53-16-02-200 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 

6 4-15-53-16-02-300 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 

7 4-15-53-16-02-400 PENGELOLA UMUM OPERASIONAL 

ANDRIYANTO I 
TELAH DITELITI 

PEJABAT TANGGAL F 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kabag Hukum 

Kabag Organisasi 
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Pj. BUPATI PASURUAN,

              ttd.

      ANDRIYANTO 




